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Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu kepada Peraturan

+ + + +
+ + + +

Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata,
akhirnya penyusunan bahan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai tindak lanjut atas Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKj), serta Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Tata Cara reviuw atas Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkup
Pemerintah Kabupaten Soppeng. Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh
Kebijakan, Program, dan kegiata yang didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagaimana
yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Aspek keuangan.

Disamping itu, bahan Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok, fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Soppeng sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

pemerintahan di Daerah.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan, belum sepenuhnya memuaskan semua
pihak yang terkait karena berbagai kekurangan, oleh karena itu kami terbuka menerima masukan
dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun berikutnya. Kepada

semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

/ Watans eng, 30Januari 2023
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Ringkasan Eksekutif

aporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan serta Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara

reviuw atas Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkup Pemerintah
Kabupaten Soppeng.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan maupun kegagalan
dalam pencapaian target dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran organisasi.

Secara ringkas, capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

dapat diuraikan pada tabel berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi Capaian
1 Meningkatnya Tata Kelola | Indeks Kesesuaian Dokumen Indeks 8.52 9.81 115.14%

Keuangan Daerah Perencanaan dan
Penganggaran (Dimensi 1)

Indeks Pengalokasian Indeks 20 20 100%
anggaran belanja dalam APBD
(Dimensi 2)

Indeks Transparansi Indeks 13.92 *14.22 102.15%
pengelolaan keuangan daerah
(Dimensi 3)

Indeks Penyerapan anggaran Indeks 15 20 133.33%
(Dimensi 4)
Indeks Kondisi Keuangan Indeks 3.69 *4,83 130.89%
daerah (Dimensi 5)
Indeks Opini BPK terhadap Indeks 15 *15 100%
LKPD (Dimensi 6)
2 Meningkatnya Pendapatan | Persentase Peningkatan | Persentase 1% -8.03% -8.03%
Daerah Pendapatan Asli Daerah
Tingkat Kepuasan | Predikat BAIK BAIK 100%
Masayarakat terhadap
Layanan Pajak dan Retribusi
Daerah Kab. Soppeng

3 Meningkatnya  Kapasitas | persentase Aparatur yang | Persentase | 100% 100% 100%
Aparatur dan  Kualitas | Mendapatkan  Nilai ~ SKP
Layanan Penyelenggaraan | Berpredikat BAIK

Urusan pada Badan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persentase | 79-81 86,05 106.23
Pengelolaan Keuangan dan | terhadap Layanan pada Badan

Pendapatan Daerah Kab. Pengelolaan Keuangan dan
Soppeng Pendapatan  Daerah  Kab

Soppeng

RATA-RATA CAPAIAN 97,97
*Nilai Realisasi merupakan nilai pengukuran IPKD tahun 2021 (nilai tahun 2022 belum diterbitkan Kemendagri)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian,
Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng wajib menyusun Laporan

Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good
goverment dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam
rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan
yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai
wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan

akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Pada Tahun 2022 beberapa kejadian tidak terduga seperti bencana alam serta inflasi
telah dapat diantisipasi dengan mengalokasikan sebagian besar dana darurat pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah agar dapat di maksimalkan penggunaannya dalam menangani

bencana alam maupun dampak inflasi di daerah.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan,
permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Dengan pendekatan ini
Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak

terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk




Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan

selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka
pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dipandang perlu
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai dengan

ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
Kab. Soppeng dimaksudkan : sebagai dokumen laporan hasil kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan anggaran dan
pencapaian kinerja terhadap indikator sasaran organisasi selama tahun anggaran 2022.
2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Soppeng adalah : untuk memberikan laporan
yang jelas sebagai bentuk pencapaian kinerja sasaran selama Tahun Anggaran 2022, dan
menjadi arah bagi perencanaan tahun anggaran berikutnya dalam menciptakan
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi

pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.

C. Gambaran Umum Organisasi

,”M Rinetja TA. 2022

1. Kedudukan
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2021 Nomor 83) maka Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.




Dalam Pemerintah Kabupaten Soppeng peran Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, sangat vital sekali yaitu sebagai

stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan

Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di

Kabupaten Soppeng.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng No. 83 Tahun 2021 tentang Rincian

tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng mempunyai tugas sebagian kewenangan atau urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu Bupati

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas

pokok tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang
Pendapatan Pajak Daerah;

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang
Retribusi Daerah;

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
Sekretariat;

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang
Anggaran;

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang
Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang
Akuntansi;

Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Bidang
Aset;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

memimpin dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

£/
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Keuangan yang menjadi urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran,
perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah
serta pengelolaan pendapatan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran,
perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah
serta pengelolaan pendapatan daerah;

c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusanpemerintahan
bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan
barang milik daerah serta pendapatan pengelolaan daerah;

d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan urusan pemerintahan bidang
anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik
daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;

e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusanpemerintahan
daerah bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan Kkas, akuntansi,
pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya

D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021
Nomor 83). Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Soppeng mempunyai tugas sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi
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kewenangan daerah kabupaten. Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2022
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E. Komposisi Sumber Daya Manusia Organisasi
1. Pendidikan
Sebagai SKPD penyelenggara urusan di bidang pengelolaan keuangan, Penyelenggara
urusan wajib ini memiliki pegawai sebanyak 100 (Seratus) orang dengan kualifikasi latar

belakang pendidikan sebagai berikut:

- Sarjana S2 (Master) = 32 orang
- Sarjana $1 = 59 orang
- Sarjana Muda (D 111) = 2 orang
- SLTA = 8 orang
- SLTP = 1 0rang

Dukungan Sarana dan Prasarana

Sumberdaya lain yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan, berupa

dukungan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan gedung kantor
2. Alat-alat angkutan darat bermotor baik beroda empat maupun beroda dua

3. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa : AC, Komputer/PC & Laptop, Printer,
Loket PBB, dll

Peralatan kantor meubelair berupa : Meja kerja, Kursi kerja dan Lemari

LI

Peralatan Penunjang Lainnya

o]

. Berdasarkan Jabatan Struktual
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng No. 83 Tahun 2021 tentang Rincian tugas fungsi
dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Soppeng. Maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Pejabat

Struktural yakni :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
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3. Bidang Anggaran
a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak
Terduga
b. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal
c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
a. Sub Bidang Perbendaharaan
b. Sub Bidang Pengelolaan Kas
c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Akuntansi
a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
b. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan
b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
c. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah
dan Lain-Lain PAD yang sah
b. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi Daerah dan
Lain-Lain PAD yang sah
¢. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Berdasarkan Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng No. 83 Tahun 2021 tentang Rincian tugas fungsi
dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Soppeng. Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Soppeng dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh Pegawai
Fungsional/Pejabat Pejabat Pelaksana sebanyak 70 orang pegawai. Jabatan pelaksana

tersebut terdiri dari :
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a. Pengadministrasian Umum 1 orang
b. Pengelola Kepegawaian 2 orang
c. Pengeleola BMN 2 orang

d. Analisis Data dan Informasi 2 orang

e. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 orang
f. Bendahara 5 orang

g. Pengelola Keuangan 5 orang

h. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah 3 orang

Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi 2 orang

j. Analisis Pendapatan Daerah 1 orang

k. Pengelola Sumber Pedapatan Asli Daerah 1 orang

I.  Analisis Penagihan Pajak 1 orang

m. Pengelola Penagihan dan Pengawasan 1 orang

n. Analisis Perencanaan Anggaran 2 orang

0. Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 orang
Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD 1 orang

Analisis Perbendaharaan 5 orang

T

pra

Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan 3 orang

s. Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 3 orang
t. Analisis Transaksi Keuangan 3 orang

u. Pengolah Data Laporan Kas 1 orang

v. Analisis Laporan Neraca 3 orang

w. Penata Laporan Keuangan 1orang

X. Analisis Laporan Keuangan 1orang

y. Analisis BMN 2 orang

z. Penyusn kenutuhan Barang Inventaris 1 orang

aa. Analisis Klasifikasi Barang 1 orang

bb. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul penghapusan Barang 2 orang
cc. Pengelola Pajak Daerah g orang

dd. Pengelola Retribusi Daerah 4 orang

ee. Pejabat Pelaksana lainnya 8 orang

ff. Jabatan Fungsional sebanyak 7 orang
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4. Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
Sebagai SKPD penyelenggara urusan di bidang pengelolaan keuangan, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki pegawai dengan jenjang

kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No Gol. Pangkat Jumlah
1 IV/c Pembina Utama Madya 1
2 IV/b Pembina Tk. | 1
2 IV/a Pembina 7

Total Gol IV 9
3 /d Penata Tk. | 18
4 l/c Penata 35
5 /b Penata Muda Tk. | 20
6 l/a Penata Muda 17

Total Gol Il 90
7 I/d Pengatur Tk. | -
8 I/c Pengatur 2
9 /b Pengatur Muda Tk. | 1
10 Il/a Pengatur Muda 0

Total Gol Il 3
11 I/d Juru Tk. | 0
12 I/c Juru 0
13 I/b Juru Muda Tk. | 0
14 I/a Juru Muda 0
Total Gol | 0
102
Jumlah
100%

- I
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5. Permasalahan dan Isu Strategis
Pelaksanaan kinerja Pemerintah senantiasa mengalami perubahan untuk
mewujudkan tuntutan masyarakat yang dinamis serta selalu mencermati kinerja
Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimulai dari
strukturalisasi kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan pencapaian
target Indikator Kinerja Utéma yang berkelanjutan sengan tujuan tercapainya

peningkatan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah demi terwujud Good dan Clean Governance.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan

fungsi organisasi antara lain :
1. Penyesuaian terhadap regulasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

2. Adanya aplikasi SIPD oleh Kemendagri yang belum bisa diakses dan diterapkan

secara menyeluruh
3. Ketepatan waktu penyusunan tahapan Penganggaran Pemerintah
4. Kepatuhan terhadap Rencana Anggaran Kas SKPD

5. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai

standar akuntansi serta belum tepat waktu.

6. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan

pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.

7. Data Wajib Pajak Daerah belum selalu update dan status Obyek Pajak sering
berubah.

8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
9. Penagihan piutang pajak perlu ditingkatkan.

10. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk

mendukung transparansi keuangan daerah.

1. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.

‘
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12. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu

ditingkatkan.
13. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perlu ditingkatkan.

Analisis lingkungan strategis sangat penting bagi suatu organisasi karena
organisasi tidak terlepas hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan
internal, maupun lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup analisis di
dalam organisasi baik mengenai sumberdaya, kapasitas maupun kompetensi yang
dimiliki organisasi. Analisis lingkungan eksternal mencakup analisis di luar organisasi baik
yang memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan atau operasional organisasi,
maupun yang tidak memiliki implikasi langsung. Agar Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab.Soppeng dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka
perlu merespon, memanfaatkan dan menghadapi tantangan dan peluang yang ada
secara efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan upaya menemukan, memanfaatkan dan
mengelola kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya agar dapat menyesuaikan dengan

perubahan yang sedang terjadi.

Analisis lingkungan internal akan memberi gambaran tentang kekuatan dan
kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal akan memberi gambaran tentang
peluang dan ancaman. Metode yang digunakan daam menganalisis lingkungan strategis
ini adalah metode analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats).

a. Lingkungan Internal
1) Kekuatan
a) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

b) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan

dan pendapatan daerah

c) Adanya teknologi informasi dibidang keuangan dengan sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

d) Tersedinya manajemen keuangan berbasis akrual
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e) Adanya Standar Operasional Prosedure (SOP) dalam penetausahaan

pengelolaan keuangan dan aset daerah

f) Tersedinya sarana dan prasarana pelayanan di bidang pengelolaan keuangan

daerah dengan adanya integrasi e-planning dan e-budgetting
g) Suasana lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja
h) SDM yang berkompeten
i) Prosedur kerja / pedoman tata kerja yang jelas dan baik
j) Tersedianya sumber dana kegiatan
k) Bimbingan berkontinuitas kepada aparat

2) Kelemahan
a) Belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran sehingga menyebabkan
rendahnya penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi
signifikan
b) Belum seimbangnya antara jumah aparat dengan volume kerja;

¢) Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk di
akhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi

kegiatan fisik |

d) Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang masih |
kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD

dengan dokumen perencanaan daerah

e) Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh

akan sistem Akuntansi Pemerintah

b. Lingkungan Eksternal |
1) Peluang
a. Adanya peran masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran Pajak |

dan Retribusi daerah
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. Otonomi daerah yang memberi kewenangan cukup untuk pengelolaan

keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan

daerah

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan SDM

. Adanya kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan

daerah dengan stakeholder lainnya.

. Adanya kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,

Partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan daerah.

. Adanya dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Propinsi terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah

2) Ancaman dan Tantangan

Krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan termasuk perubahannya

yang sulit diprediksi

. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan

kepada masyarakat

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kontribusi masyarakat dalam

pembangunan melalui pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah

. Keterbatasan sumber dana pemerintah Kabupaten Soppeng untuk

mendukung seluruh program pembangunan.

Penilaian masyarakat terhadap perilaku aparatur

. Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja
Salah satu inovasi yang dikembangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Sopppeng tahun 2022 antara lain :
1. SEPEKAN (Sedekah Pendidikan)

Merupakan program sedekah Pendidikan, yang bertujuan membantu pemerintah dalam

meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan cara menekan angka putus sekolah




yang diakibatkan karena kurang mampu. Melalui program ini Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng bekerjasama dengan Sekoah Tinggi limu
Ekonomi Lamappapoleonro Soppeng telah berhasil membiayai Pendidikan 2 (dua) orang
mahasiswa kurang mampu an. Sri Rahmayani dan Asriyanto. Pembiayaan tersebut
termasuk pembayaran BPP, SPP, uang Ujian maupun biaya transport. Dana dalam
program SEPEKAN ini diperoleh dari sedekah ASN dan Non ASN lingkup BPKPD Kab.
Soppeng, serta pihak lain yang ingin berkonttribusi dalam Sedekah Pendidikan. Pada

Tahun 2022 Mahasiswa An. Asriyanto telah menyelesaikan Kuliahnya.

2. PayPajak Online (e-mobile system)

Cara bayar pajak online ternyata memberikan banyak keuntungan bagi wajib pajak. Selain
menghemat waktu, cara modern tersebut juga sangat mudah untuk dilakukan, Prosedur

yang harus dilewati wajib pajak untuk membayar pajak jadi lebih ringkas.

Jadi, wajib pajak tidak perlu keluar dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya bahkan tidak perlu

mendatangi bank/kantor pos persepsi dan menyetorkan pajak secara langsung.

Didukung oleh berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, debit ATM/Bank,
Internet Banking, pembayaran instan, Virtual Account dan OVO hingga di gerai atau
minimarket terdekat di lingkungan tempat tinggal, pembayaran PBB setiap tahunnya bisa
dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan dapat menjadi solusi pembayaran yang sah.
Program pay pajak online Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab,
Soppeng dalam hal ini bekerjasama dengan Bank SulSelBar Cabang Soppeng dan Kantor

Pos.
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BAB 1
PERENCANAAN DAN PERJAN]JIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Renstra

Dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi Kabupaten Soppeng dan
lingkungan strategis yang ada dalam menghadapi era globalisasi, maka perubahan
dinamika yang terjadi perlu direspon dan disikapi dengan kebijakan yang cepat dan
tepat agar pemerintah lebih mampu mengakomodasi tekanan-tekanan dan
perubahan orientasi masyarakat, artinya penyelenggara pemerintah harus diarahkan
pada optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yakni pelayanan,
pemberdayaan dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten

Soppeng menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, adalah
“Pemerintahan yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, adalah:

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah

4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2. Tujuan dan Indikator Kinerja
Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah
mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun.
Dokumen Rancana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, program dan target kinerja kegiatan serta

pagu anggaran.
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Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian
antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan Tujuan dan Indikator

Tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan Rencana Strategik SKPD

Target (Tahun
Tujuan Indikator Tujuan gee( )
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Mewujudkan
Sistem
Eengelgolaan Indeks Pengelolaan
gt Keuangan Daerah
Pendapatan  dan (6 Dimgensi e 76.08 | 76.13 | 76.19 | 76.24 | 76.30 | 76.35
Barang MK Keuangan Daerah)
Daerah yang
Transparan dan
Akuntabel

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja pada Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan

Daerah

63.77 | 64 65 66 70 71
(B8) | (B) | (B) | (B) | (BB)| (BB)

Nilai SAKIP BPKPD

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Soppeng dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran
merupakan rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan ditetapkan.
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Tabel. 2.2

Sasaran Rencana Strategik SKPD

7 Target (Tahun
Sasaran Indikator Sasaran get )
2021 | 2022 ] 2023 | 2024 ] 2025 | 2026
5 I ks K i k
Meningkatnya Tata F‘nde s Kesesuaian Dokumen
erencanaan dan
Kelola Keuangan Penganggaran (Dimensi 1) 8491 gs2| ws8ss5] 8s8]| B8e6l| 864
Daerah
Indeks Pengalokasian
anggaran belanja dalam
APBD (Dimensi 2) 20001 2000 20.00] 2000 2000| 2000
Indeks Transparansi
pengelolaan keuangan
daerah (Dimensi 3) 13911 1392 | 1393 1394 1395 1396
Indeks Penyerapan
anggaran (Dimensi 4) 15001 1500 | 1500 1500 1500 1500
Indeks Kondisi Keuangan
daerah (Dimensi 5) 368 369| 371| 372| 374] 375
Indeks Opini BPK terhadap
LKPD (Dimensi 6) 15001 1500 | 1500 1500 1500 15.00
Persentase Peningkatan
% % % % % 4
Pendapatan Asli Daerah : ! 1 ! ! &
Meningkatnya Tingkat Kepuasaan
Pendapatan Masyarakat terhadap
Daerah Layanan Pajak dan BAIK | BAIK BAIK BAIK | BAIK | BAIK
Retribusi Daerah Kab.
Soppeng
Meningkatnya
kapasitas Aparatur | Persentase Aparatur yang
dan Kualitas | mendapatkan Nilai SKP 100% | 100% 100% 100% | 100% | 100%
Layanan Berpredikat BAIK
Penyelenggaraan
Urusan pada Badan Indeks Kepuasan
Pengelolaan Masyarakat terhadap
Keuangan dan | {ayanan pada Badan
Pendapatan Pengelolaan Keuangan | 777? 7981 PEI ] Sao pea 0y Rive
Daerah Kab. | dan Pendapatan Daerah
Soppeng Kab. Soppeng

4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan

yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari
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program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke
semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Perencanaan Kinerja tahun tahun 2022 dengan indikator kinerja dan target kinerja
melalui kegiatan, dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Program untuk Pencapaian Sasaran |

ss;s:t:;;;‘ Indikator Sasaran | Program Anggaran (Rp.)
» Indeks Keseuaian |1.Program Pengelolaan| 115.089.962.058
dokumen keuangan Daerah
perencanaan dan
penganggaran
» Indeks

pengalokasian
anggaran belanja

. dalam APBD
Meningkatnya > Indeks

Tata  Kelola 2. Program  Pengelolaan 1.580.806.800

Keuangan Transparansi A Rl Bar
B | pengelolaan arang Milik Daeran.
Daerah

keuangan daerah
» Indeks
penyerapan
anggaran
~ Indeks kondisi
keuangan daerah
» Indeks opini BPK
terhadap LKPD
- JUMLAH ANGGARAN 116.670.768.858

Berdasarkan tabel diatas maka untuk sasaran strategik ”Meningkatnya Tata Kelola
Keuangan Daerah” untuk tahun 2022 didukung dengan 2 (dua) program dengan jumlah

Anggaran sebesar Rp. 116.670.768.858.
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Soppeng

Tabel.2.4
Program untuk Pencapaian Sasaran I

Meningkatnya | » Persentase grogdramt DPen%elolaan
Pendapatan Peningkatan | ' opatan Laers
Daerah Pendapatan

Asli Daerah

» Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Pajak  dan
Retribusi
Daerah

1.580.806.800

Berdasarkan tabel diatas maka untuk sasaran strategik "Meningkatnya Pendapatan
Daerah” untuk tahun 2021 didukung dengan 1 (satu) program dengan jumlah Anggaran

sebesar Rp.1.580.806.800,-

Tabel 2.5
Program untuk Pencapaian Sasaran llI

Proram Pen njang

Menln.gkatnya » Persentase Hisas: PeEErntakan 22.556.840.773
Kapasitas Aparatur yang
Aparatur dan mendapatkan Nilai Daerah

Kabupaten/Kota

Kualitas Layanan SKP Berpredikat
Penyelenggaraan BAIK

Wrusan Pada |, |ndeks Kepuasan
Badan Masyarakat
Pengelnlsan Terhadap Layanan
Pengelolaan
Daerah Kab. Keuangan dan
Soppeng Pendapatan Daerah

Kab. Soppeng




Berdasarkan tabel diatas maka untuk sasaran strategik ”Meningkatnya Kapasitas
Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng” untuk tahun 2021 didukung dengan 1

(satu) program dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.22.556.840.773,-

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2022
Pada dasarnya Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian
penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan

Tahun Anggaran 2022 (sebagaimana terlampir)

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :
1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.

2. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam Rencana strategis.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja

serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah
untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Soppeng.
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Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Dokumen Pengesahan
Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
| Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Indeks Kesesuaian Dokumen 8.52
Perencanaan Penganggaran
Indeks Pengalokasian Anggaran 20

Belan)a dalam APBD
Indeks Transparansi Pengelolaan 13.92
Keuangan Daerah

Indeks Penyerapan Anggaran 15

Indeks Kondisi Keuangan Daerah 3.69

Indeks Opini BPK terhadap LKPD 15
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan 1%

Asli Daerah

Tingkat Kepuasan Masyarakat BAIK

terhadap Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah

3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Persentase Aparatur yang 100%
k I P
Kualtas Layanan Penyelenggaraan gﬁ:(damt an Nilai SKP Berpredikat
Urusan pada Badan Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat 79-81

Terhadap Layanan pada Badan

Keuangan Pendapatan D h
RUBRGEN dan Fendeps acte Pengelolaan Keuangan dan

Kab. Soppeng Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.115.089.062.058 P-APBD
2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp.1.580.806.800 P-APBD
3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp.1.515.400.000 P-APBD
4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp.22.556.840.773 P-APBD

Daerah Kabupaten/Kota
JUMLAH ANGGARAN Rp.140.743.009.631

Watansoppeng, 26 Oktober 2022

BUPATI SOPPENG, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,
»\,

na Utama Muda
102199603100

\. , Pangkat :
NPe o

iangan dan Pendapatan



Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi

dlama mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan kegiatan

sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.7

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI

SUMBER

LKPD (Dimensi 6)

Bobot (15)

TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN PERHITUNGAN DATA
Mewujudkan system | Indeks Pengelolaan | Indeks(I) | Indeks D1=Skor Rata- | Jumlah
pengelolaan Keuangan Daerah Rata x Bobot (15) D1+D2+D3+D4
sednaE; (6 Dimensi  Keuangan i
pendapatan dan Daerah)

Barang Milik Daerah
yang transparan dan
akuntabel
Meningkatnya Tata Indeks Kesesuaian | Indeks (I) gﬁzl_(;ali;isak:gm Diukur oleh
Kelola Keuangan Dokumen Perencanaan dan (15) Pemerintah
Daerah Penganggaran (Dimensi 1) > Tingkat
= B e

Indeks Pengalokasian | Indeks (I) ::;i:l_(;a[i: 5 ;I:l))rot rr:;)l\:lz?l

anggaran belanja dalam (20) Aplikasi IPKD

APBD (Dimensi 2) Kemendagri

. Indeks D3 = Skor

Indeks Transparansi | Indeks (1) REta e Bobit

pengelolaan keuangan (15)

daerah (Dimensi 3) ?

Indeks D4 = Sk
Indeks Penyerapan | Indeks (I) l:atz—;at: " Bo{l;rot
anggaran (Dimensi 4) (20)
= KK

Indeks Kondisi Keuangan | Indeks (I) Lngstzs(as)smr l

daerah (Dimensi 5)

indeks Opini BPK terhadap Indeks (1) naeks Db=Slear x

,f@mq@@@ TA. 2022




TUJUAN/ SASARAN | INDIKATOR KINERJA UT# SATUAN =i y A atireie
MHURN DA, il g PERHITUNGAN |  DATA
Meningkatnya Persentase Peningkatan Persentase #Xg]ah Rfahsla;' Laporan
Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah .(n) S-umia Realisasi
Realisasi PAD(n-1) / Andearan
Jumlah Realisasi PAD 88
(LRA) tahun
(n-1) x 100%
2021dan 2022
| Tingkat Kepuasan BAIK Survey; Kepuasan Survey ,
M Masyarakat terhadap
asayarakat terhadap , Kepuasan
; T Layanan Pajak dan
Layanan Pajak dan Retribusi SetbiiEl Daseh Masyarakat
Daerah Kab. Soppeng ustiiaera
Meningkatkan Nilai SAKIP BPKPD Nilai 2”?1' SAK”; gt Catatan Hasil
Akuntabilitas Kinerja sdadiis Reviuw
pada Badan Inspektorat
pengelolaan tahun 2022
Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kab. Soppeng
Meningkatnya Persentase Aparatur yang Persentase S Aparatur: ygng Rekap SKP
A A Mendapatkan Nilai
Kapasitas Aparatur Mendapatkan Nilai SKP . oleh Subag
- . SKP Berpredikat
dan Kualitas Layanan | Berpredikat BAIK Umum dan |
Penyelenggaraan - Kepegawaian E
Aparatur pada BPKPD
Urusan pada Badan
X 100%
Pesigeldiam Survey Kepuasan
Keuangan dan Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks (1) Y Rep Survey
Masyarakat/OPD
Pendapatan Daerah terhadap Layanan pada Kepuasan
terhadap Layanan
Kab. Soppeng Badan Pengelolaan Masyarakat
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kab. Soppeng .
’ Pendapatan Daerah |
Kab. Soppeng '
Pencapaian kinerja tersebut atas didukung anggaran sebesar

Rp.140.743.009.631,- (Seratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta

Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Rencana Anggaran Berdasarkan Sasaran Tahun Anggaran 2022

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada

Tahun Anggaran 2022, melaksanakan 4 (empat) program yang dilaksanakan untuk

mencapai 3 (tiga) sasaran strategis. Rencana Kerja yang dituangkan dan disahkan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta

sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Renetja T4, 2022




Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Bupati Soppeng yang terpilih

yaitu “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik”.

Tabel 2.8

Target Belanja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

Biaiia Target Persentase
(Rp.) (Rp.)
Belanja Operasi 32.129.774.968 22.83
Belanja Modal 1.709.971.800 1.21
Belanja Tidak Terduga 562.962.790 0.40
Belanja Transfer 106.340.300.073 75.56
JUMLAH BELANJA 140.743.009.631 100.00
Tabel 2.9

Alokasi Anggaran Belanja Per-Sasaran pada APBD Perubahan TA. 2022

. Target Persentase
Uraian
(Rp.) (Rp.)

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan | 116.670.768.858 82.90
Meningkatnya Pendapatan Daerah 1.515.400.000 1.08
Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan | 22.556.840.773 16.03
Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
JUMLAH BELANJA | 140.743.009.631 {60.50
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Dari tabel diatas persentase terbesar diperuntukkan untuk mendukung sasaran |

Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dengan total persentase dukungan anggaran sebesar

82,90%, kemudian Sasaran Il sasaran Meningkatnya Pendapatan daerah sebesar 1.08%, dan

dukungan untuk sasaran lll Meningkatnya kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan

penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng sebesar 16.03%.

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya Adapaun rincian anggaran pencapaian

sasaran untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10

Rencana Anggaran Program Kegiatan Sasaran | Tahun 2022

Sasaran

Target

Stratejik Program/kegiatan/Sub Kegiatan Fisik Anggaran (Rp.)
Meningkatnya | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 100% |125.089.962.058
Tata  Kelola | DAERAH
Keuangan Koordinasi dan Penyusunan Rencana 100% 1.122.180.000

Anggaran Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 1 Dokumen 15.300.000 |
PPAS o
2. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 1 Dokumen
Perubahan PPAS SUHARN
3. Koordinasi, penyusunan dan| 34 Dokumen
Verifikasi RKA-SKPD 27:475.000
4. Koordinasi, Penyusunan dan 34 Dokumen
verifikasi Perubahan RKA-SKPD “7#75/009
5. Koordinasi, penyusunan dan 34 Dokumen
Verifikasi DPA-SKPD 5.775.000
6. Koordinasi, Penyusunan dan 34 Dokumen 5.950.000
verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan 2 Dokumen 511.100.000
Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 2 Dokumen 480.050.000
Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi 1SBU 18.905.000

serta Kebijakan Bidang Anggaran
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Sasaran
Stratejik

Program/kegiatan/Sub Kegiatan

Target
Fisik

Anggaran (Rp.)

/

Koordinasi

dan Pengelolaan

Perbendaharaan daerah

100%

414.604.500

1.

Koordinasi dan pengelolaan Kas
Daerah

4 Dokumen

26.783.000

2.

Penyiapan,
Pengendalian  dan
Anggaran kas dan SPD

pelaksanaan
penerbitan

4 Dokumen

16.010.000

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

9 Dokumen

55.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran  Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran  Perhitungan  Fihak
Ketiga (PFK)

6 Laporan

24.790.000

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan
dan Pemotongan Atas SP2D dengan
Instansi Terkait

6 Dokumen

31.855.000

Penatausahaan
Pemerintah

Pembinaan
Keuangan
Kabupaten/Kota

50

260.166.500

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah

447.505.000

1.

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

2 Laporan

34.750.000

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban

34 Dokumen

45.950.000 |

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

612 Dokumen

39.265.000

Konsolidasi  Laporan  Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

1 Dokumen

97.500.000
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SS tar s;::;:l: Program/kegiatan/Sub Kegiatan T:;.s gi:t Anggaran (Rp.)
5. Koordinasi dan Penyusunan| 2 Rancangan 64.450.000
Rancangan  Peraturan  Daerah ‘
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentan Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan 6 Kali dan 70.040.000
Penyelesaian Tuntutan 1 Laporan
Perbendaharaan dan  Tuntutan
Kerugian Daerah
7. Penyusunan Sistem dan Prosedur 3 dokumen 95.550.000
akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan 100% | 113.105.672.558
Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Analisis Perencanaan dan 1laporan | 1,675,770,914
Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman
Pemerintah Daerah
2. Analisis Perencanaan dan 1 Laporan 4.526.638.781
Pelaksanaan Pembayaran Cicilan
Pokok dan Bunga Pinjaman
Pemerintah Daerah
3. Analisis Perencanaan dan 1 Laporan [103.278.838.708
Penyaluran Bantuan Keuangan
4. Pengelolaan Dana Darurat dan 1 Laporan 562.962.790
Mendesak
5. Pengelolaan Dana Bagi Hasil 1Laporan | 3.061.461.365
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 100% 1.580.806.800
DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Daerah 100% | 1.580.806.800
1. Penyusunan Standar Harga 2 Dokumen 167.540.000
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah 34 SKPD 237.925.000
4 Dokumen
3. Pengamanan Barang Milik Daerah 100 Aset Pemda 850.581.800
1 Laporan
4. Penilaian Barang Milik Daerah 2 Laporan 106.140.000
5. Optimalisasi Penggunaan, 4 dokumen 129.100.000
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
6. Penyusunan Laporan Barang Milik 5 Laporan 89.520.000
Daerah

RKinetja T4 2022




Tabel 2.11
Rencana Anggaran Program Kegiatan Sasaran Il Tahun 2022

SS::_ saatl;aiirll( Program/kegiatan/Sub Kegiatan T:irsgi:t An(gRg;T ;an
Meningkatnya | PROGRAM PENGELOLAAN 100% 1.515.400.000
Pendapatan PENDAPATAN DAERAH
Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 100% 1.515.400.000

Daerah
1. Perencanaan pengelolaan pajak 8 Kecamatan 360.275.000
daerah 20,3 M
1 Dokumen
2. Analisa dan Pengembangan Pajak 1 Dokumen 314.825.000
Daerah,  serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan 1 Laporan 26.170.000
Kebijakan Pajak Daerah
4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan 9 Laporan 321.450.000
Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah
5. Penagihan Pajak Daerah 203000 lembar SPPT 427.230.000
1 Laporan
6. Pengendalian, Pemeriksaan dan 1 Dokuemen dan 8 55.550.000
Pengawasan Pajak Daerah Kecamatan
7. Pembinaan dan Pengawasan 100% 9.900.000
Pengelolaan Retribusi Daerah \

Tabel 2.12
Rencana Anggaran Program Kegiatan Sasaran Il Tahun 2022

ey Program kegiatan i Anggaran (Rp.)
Stratejik & & ggaran (Rp-
Meningkatnya Program Penunjang Urusan 100% | 22.556.840.773
Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Aparatur dan | Perencanaan, Pengangguran  dan 100% 55.145.000
Kualitas Layanan | evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyelenggaraan | 1.  Penyusunan Dokumen Perencanaan 7 Dokumen
Urusan pada Perangkat Daerah 12.810.000
Badan 2. Koordinasi  dan  Penyusunan 2 Dokumen
Pengelolaan Dokumen RKA-SKPD Hedd3-000
Keuangan  dan |3, Koordinasi dan Penyusunan 2 dokumen
Pendapatan Dokumen RKA-SKPD 15:5304000
Daerah Kab. | 4. Koordinasi  dan Penyusunan 27 Dokumen 11.800.000
Soppeng Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Persentase Keterpenuhan Administrasi 100% | 10.340.522.587
Keuangan
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 107% 10.094.459.587

Kinetya TA. 2022



Sss_s:t:;;‘ Program kegiatan ol i Anggaran (Rp.)
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan 1200 SPM
Penguijian/Verifikasi Keuangan 96 Dokumen 165.140.000
SKPD
7.  Koordinasi dan Pelaksanaan 3 Dokumen
Akuntansi SKPD 59-925.080
Administrasi Kepegawaian Perangkat 100% 39.975.000
Daerah
8. Pendataan dan Pengolahan 7 Dokumen
Administrasi Kepegawaian 39-975,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 2.182.624.082
9. Penyediaan Komponen Instalasi 2 Jenis
Listrik/Penerangan Bangunan 61.510.325
Kantor
| 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Paket 137.800.000
'11. Penyediaan Barang Cetakan dan 3 Jenis
' Penggandaan 305459500
12.  Penyediaan Bahan/Material 3 Paket 258.439.170
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu 600 Orang
1 Laporan 45-737.000
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 800 kali
dan Konsﬁ%casi SKPD Lareieze.00y
Pengadaan Barang Milik Daerah 100% 1.271.580.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15. Pe.ngadaan Peralatan dan Mesin 298 Unit 1.236.580.000
Lainnya
16. Pengadaan sarana dan dan 2 unit
prasarana pendukung gedung 35.000.000
kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 100% 8.159.430.994
Pemerintahan Daerah
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, 36 kali
Sumyber Daya air dan Listrik 7560551876
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2 Jenis
. Kantor i Laporan 577-479.200
' Pemeliharaan Barang Milik Daerah 337 507.563.110
| Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
| 20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 296 unit
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
| L 172.288.110
Kendaraan Perorangan Dina's atau
Kendaraan Dina's
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39 unit
. 16.450.000
Lainnya
22. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 1 unit 45.000.000
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 3 Unit 190.825.000

Kantor dan Bangunan Lainnya
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Sasaran

P
Stratejik rogram kegiatan

Target Fisik

Anggaran (Rp.)

Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
; Bangunan Lainnya

24.

3 Unit

83.000.000

Tabel 2.13

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Uraian Target (Rp.) | Persentase (%)

Pajak Daerah 23.998.231.894 51.19
Retribusi Daerah 1.258.371.200 2.68
Hasil pengelolaan kekayanaan Daerah yang dipisahkan 16.409.490.091 35.00
Lain-Lain PAD yang sah 5.214.547.251 11.12
JUMLAH PAD 46.880.640.436 100.00
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini ada 2 aspek yang akan

dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Capaian Kinerja (PCK);

2. Akuntabilitas Keuangan (AK);
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran
dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian
rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi

menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Laporan kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi
organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu evaluasi terhadap kinerja melalui
mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan Program/Kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut :




t Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2z Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan

6.  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).

Untuk skala penilaian terhadap kinerja Pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN l KODE
REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA

1 91< Sangat Tinggi ST

2 76 <90 Tinggi T

3 66 <75 Sedang S

4 | 51<65 ‘ Rendah R

| 5 l <50 Sangat Rendah SR

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja sasaran.
Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap
permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Analisis Capaian Kinerja

Organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :
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SASARAN |

MENINGKATNYA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja
masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.
Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran Meningkatnya Tata Kelola
Keuangan Daerah menunjukkan capaian sebesar 113,58% pada tahun 2022 dimana realisasi
memenuhi beberapa kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan
sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi sasaran Tahun 2022

Indikator Sasaran Tahun 2021
No Sasaran Satuan
Target | Realisasi | Capaian
: Meningkatnya Indeks Kesesuaian Dokumen | Indeks (1) 8.52 9.81 15%
Tata Kelola | Perencanaan dan
Keuangan Penganggaran (Dimensi 1)
Daerah :
Indeks Pengalokasian anggaran | Indeks (1) 20 20 100%
belanja dalam APBD (Dimensi 2)
Indeks Transparansi | Indeks (1) 13.92 14.22%* 102%
pengelolaan keuangan daerah
(Dimensi 3)
Penyerapan anggaran (Dimensi | Indeks (1) 15 20 133%
4)
Indeks  Kondisi  Keuangan | Indeks (1) 3.69 *4,83 131%

Daerah (Dimensis)

Indeks Opini BPK terhadap | Indeks (1) 15 *15 100%
LKPD (Dimensi 6)

Rata-rata Capaian 113,58%

*Nilai Realisasi merupakan nilai pengukuran IPKD tahun 2021

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil
kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah
dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan
atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari
pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem

laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.
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Pencapaian atas target pada Sasaran | ini menunjukkan bahwa tata Kelola keuangan
daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng cukup baik dibandingkan daerah lain
di Sulawesi selatan. Untuk tingkat Kapasitas Keuangan Daerah dimana Kabupaten
Soppeng masih termasuk pada klaster sangat rendah, ternyata cukup mampu untuk
bersaing dengan daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan
dengan Nilai IPKD tahun 2021 Kabupaten Soppeng menduduki Peringat tertinggi
pada kelasnya dengan Total IPKD 78.08 (Predikat A) di Sulawesi Selatan.

Dengan adanya tata Kelola yang baik diharapkan adanya peningkatan pendapatan
masyarakat serta dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kab. Soppeng
dalam hal pembangunan daerah setiap tahunnya. Disamping itu dengan
mengetahui kondisi keuangan daerah, dapat menjadi pertimbangan bagi para
pemangku kepentingan dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan

terkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini didukung pada pencapaian 6 (enam)

dimensi yang mendukung Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa hal yang mendorong tercapainya target indikator kinerja sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah pada tahun 2022, dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)
Indeks ini merupakan alat untuk mengukur sejauhmana konsistensi dokumen
perencanaan dengan dokumen penganggaran baim dari segi kesesuaian jumlah Pagu

Program dan Nomenklatur Program antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS dan APBD.

Table. 3.3
Pengukuran Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
JUMLAH
TOTAL PROGRAM SKOR RATA-RATA
URAIAN/INDIKATOR PROGRAM YANG RATA-RATA | x BOBOT/5)
SESUAI
Kesesuaian nomenklatur
program RKPD dan KUA-PPAS 177 177 1 3.00
Kesesuaian nomenklatur
program KUA-PPAS dan APBD 122 177 0.689




ah Kabupaten Soppen

JUMLAH
TOTAL PROGRAM SKOR RATA-RATA
MEALAN/INEMEATOR PROGRAM YANG RATA-RATA | x BOBOT/5)
SESUAI
Kesesuaian pagu program
RKPD dan KUA-PPAS 177 177 1 3.00
Kesesuaian pagu program
KUA-PPAS dan APBD 103 177 0.5819 1.75
JUMLAH 3.27 9.81
SKOR RATA-RATA 0.81
INDEKS D1 SKOR RATA-RATA DIKALI BOBOT (BOBOT 12) .31

Target untuk indeks ini adalah sebesar 8.52 dan realisasi sebesar 9.81, Capaian
menunjukan angka 115%.
Walaupun target pada Dimensi 1 ini tercapai, namun terdapat beberapa hal yang
mempengaruhi dalam hal pencapaian target kesesuaian dokumen perencanaan dan
penganggaran pada tahun 2022, antara lain :
Sumber daya manusia yang kurang paham tentang proses perencanaan
Komitmen dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.
Penggunaan aplikasi yang terintegrasi sesuai tahapan mulai dari proses
penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan APBD.
Kebijakan dari pemerintah pusat.
Penyesuaian dengan kebijakan atau peraturan yang diterbitkan setelah dokumen
perencanaan sebelumnya telah ditetapkan.
Adanya perubahan kondisi daerah yang mengahruskan adanya penyesuain
Dokumen Penganggaran yang kurang sesuai dengan dokumen perencanaan.
Keterlambatan informasi tentang pagu defenitif transfer kedaerah tidak jarang
diperoleh pemerintah daerah setelah proses perencanaan selesai dilaksanakan.

Selain itu khusus DAK, menu setiap tahunnya berbeda-beda.

b. Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)
Indeks pengalokasian anggaran merupakan sejauh mana perhatian dan ketaatan
pemeirntah daerah untuk memenuhi beberapa amanat peraturan perundang-undangan
(mandatory spending).
Target untuk indeks ini adalah sebesar 20 dan realisasi sebesar 20. Capaian menunjukan

angka 100%.
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Tercapainya target pengalokasian anggaran belanja pada tahun 2021 adalah disebabkan

beberapa hal :
Besarnya perhatian pemerintah daerah untuk memenuhi mandatory spending
adalah juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah ketimpangan
sosial dan ekonomi daerah.
Ketaatan pemerintah pada Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD
sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pada tahun 2022 alokasi anggaran pendidikan
sebesar Rp. 413.638.792.675 atau 27.44% dari Total APBD.
Ketaatan pemerintah daerah terhadap besaran anggaran kesehatan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan). Pada Tahun 2021 alokasi Anggaran kesehatan sebesar
Rp.312.777.809.087 atau 27.06% dari Total APBD (diluar gaji Non ASN)
Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam
rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN). Pada tahun 2022
belanja infrastruktur sebesar Rp.422.867.204.643 atau 78.70% dari Total transfer ke
daerah.
Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pada tahun

2022 Alokasi ADD sebesar 56.45% dari dana Perimbangan.

c. Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)
Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk
pelayanan pemerintah daerah dalam hal memberikan informasi keuangan yang terbuka
dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
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pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi juga merupakan salah
satu elemen kunci didalam good governance berupa penjaminan akses dan kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan,

termasuk pengelolaan keuangan publik.

Table. 3.4
Pengukuran Dimensi Transparansi
Total
Ketepatan waktu Skor
No Komponen Rentang | Sesuai/
I
Penetapan | Unggen | Waktu | Tdsk | wiai | e
P b (hari) sesuai
1 Informasi Ringkasan _—
Dokumen RKPD 16 Agustus 2021 20218”“”5 4 Sesuai | 1 1 1
2 Inf i ij
:norr:rzs;: e 8 September 13 September 5 — 1 0 05
€8 2021 2021 ‘
3 | Informasi Ringkasan
Dokumen Prioritas dan 8 September 13 September 5 — 1 0 0.5
Plafond Anggaran 2021 2021
4 Informasi Ringkasan 18 Agiist
Dokumen RKA SKPD 11 Agustus 2020 20203”5 " 7 Sesuai | 1 1 1
5 Informasi Ringkasan
Dokumen Rancangan 15 September 17 September .
1 1
Peraturan Daerah tentang 2020 2020 2 el }
APBD
6 Informasi Peraturan Daerah : 11 Januari )
n 2021 4 Sesuai 1 1 1
Tentang APBD 74anuan 20 2021
7 Informasi Peraturan Kepala .
: . 11 Januari .
Daerah Tentang Penjabaran | 7 Januari 2021 4 Sesuai 1 1 1
2021
APBD
8 Informasi Ringkasan DPA 1 November 5 November .
1 1
SKPD 2021 2021 % Sesual '
9 Informasi Realisasi 12 Agust
Pendapatan Daerah 9 Agustus 2022 mzzgus o 3 Sesuai | 1 1 1
10 | Informasi Realisasi Belanja 12 Agustus )
Daerah 9 Agustus 2022 2022 3 Sesuai 1 1 1
11 | Informasi Realisasi 12 Agustus ;
tus 2022 3 Sesuai 1 1 1
Pembiayaan Daerah 2.0guss 20 2022
12 | Informasi Ringkasan
Dokumen Rancangan 28 oktober 2021 gg;lkmbe' 1 Sesual | 1 1 1
Perubahan APBD
13 | Informasi Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD 29 Oktober 2022 ;gzozkmber 1 Sesuai 1 1 1
14 Informasi Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran | 29 Oktober 2021 ;gﬁktober 1 Sesuai 1 1 1
Perubahan APBD
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Ketepatan waktu Sty
Skor
No Komponen
$ Tanggal Tanggal ors sl B ; Keter
Penetapan Unggah Waktu Tichon itk aksesan
(hari) sesuai
15 | Infromasi Ringkasan RKA —n P
Perubahan APBD CRMemer epremoer i
2021 2021 2 Sesuai 1 1 <
16 Informasi Rencana Umum ) 11 Januari .
Pengadaan 11 Januari 2021 2021 1 Sesuai 1 0 05
17 | Informasi SK Kepala Daerah .
Tentang Pel . 11 Januari "
g Pejabat Pengelola 8 Januari 2021 5091 3 Sesuai 1 1 1
Keuangan Daerah
18 | Informasi Peraturan Kepala 30 Desember 5 Januari 2021 6 Sesuai 0 1 0.5
Daerah tentang Kebijakan 2020
Akuntansi
19 | Informasi Laporan Arus Kas o Aeustus 2022 12 Agustus 5 Sesuai 1 1 1
€ 2022
20 | Informasi Laporan Realisasi Sesuai 1 1 1
Anggaran Seluruh SKPD 9 Agustus 2022 12 Agustus 3
2022
21 Infi i i
nformasi Neraca 9 Agustus 2022 12 Agustus 3 Sesuai 1 1 £
2022
22 | Informasi CaLK Pemerintah 12 Agustus Sesuai 1 1 1
Daerah 9 Agustus 2022 2022 3
23 | Informasi Realisasi Anggaran 12 Agustus Sesuai 1 31 1
PPKD 9 Agustus 2022 2022 3
24 | Informasi Laporan Keuangan | 17 Januari 2022 19 Januari 2 Sesuai 1 1 1
BUMD/Perusahaan Daerah 2022
25 | Informasi Laporan 30 Maret 2022 31 Maret 2022 1 Sesuai 1 1 1
Akuntabilitas dan Kinerja
Tahunan Pemerintah Daera
26 | Informasi Ringkasan 11 Agustus 2020 | 11 Agustus 7 Sesuai 1 1 1
Dokumen RKA PPKD 2020
27 | Informasi Ringkasan 1 November 5 November 7 Sesuai 1 1 1
Dokumen DPA PPKD 2021 2021
28 | Infromasi Penetapan Perda Sesuai 1 1 1
Pertanggungjawaban 9 Agustus 2022 ;;zAzgustus 3
Pelaksanaan APBD
29 | Informasi Opini BPK 16 Mei 2022 20 Mei 2022 4 Sesuai 1 ik 1
Jumlah Skor 29 26 275
Rata-Rata 1 0.89 0.95
Bila kolom Nilai Terisi 1 dan Keteraksesan Terisi 0, maka jumlah skor adalah 0,5

Catatan

Ketepatan waktu penyajian diberikan nilai 1 jika informasi/dokumen keuangan daerah disajikan dalam
situs jaringan resmi Pemda atau SIPD dalamwaktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan

Keteraksesan. Nilai 1 dierikan jika informasi/dokumen keuangan daerah yang diukur tersedia untuk
diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untukpublik melalaui situs jaringan resmi Pemda atau
SIPD dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya
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INDIKAtOR SKOR SKOR RATA-RATA
Ketepatan waktu 29/29 1
(0.89+1)/2
Keteraksesan 26/29 0.89
=0.9483
INDEKS D3 SKOR RATA-RATA x BOBOT 0.948 x 15 14.22

Target untuk indeks ini adalah sebesar 13.92 dan realisasi sebesar 14.22. Capaian menunjukan

angka 102%.

Tercapainya target transparansi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022 adalah

didukung beberapa hal :

Konsistensi dan aksesibilitas penyajian laporan keuangan

Komitmen Manajamen

Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Adanya sarana informasi publik online (via website) yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah

d. Penyerapan anggaran (Dimensi 4)

Indeks penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan

keuangan daerah. Penyerapan anggaran merupakan slah satu bentuk tahapan dari siklus APBD

yang dimulai dari perencanaan anggaran, persetujuan Bersama, evaluasi anggaran, penetapan

angagran, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran diukur

dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.

Table. 3.5
Pengukuran Dimensi Penyerapan Anggaran
Tahun 2022
No Indikator Persentase
Anggaran Realissi Penyerapan | Skor
Anggaran
1 Penyerapan anggaran 953.395.353.288 | 873.392.049.883,28 91.61 1
belanja operasional [
2 Penyerapan anggaran 447.079.617.809 | 371.211.287.969,29 83.03 1 1
belanja modal
3 Penyerapan anggaran 562.962.790 550.907.900 97.86 1
belanja tidak terduga
4 Penyerapan anggaran 106.340.300.073 106.309.083.004 99.97 1
belanja transfer |
JUMLAH 4

catatan
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Apabila persentase antara anggaran dan realisasinya mencapai sama atau diatas 80% (>80%) maka skor
diberi angka 1. Sebaliknya persentase anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 80% (<80%) maka

skor diberikan angka 0
Skor Rata-Rata Indeks (D4) Tahun 2021 4/4 & 1
INDEKS D4 tahun 2021 1X20 = | 20

Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 20 Capaian menunjukan
angka 133%.
Tercapainya target penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah didukung beberapa
hal :
Penyerapan anggaran belanja tidak terduga telah dapat diestimasikan pada saat
penyusunan Perubahan APBD. Sehingga penggunaan belanja tidak terduga yang
semula sebesar Rp.3.243.778.790,- telah dialokasikan ke masing-masing SKPD
terkait dengan penanganan inflasi, seperti Dinas Pertanian, Dinas PPK dan UKM,
dinas Peternakan, dll.
Sehingga anggaran belanja tidak terduga pada anggaran Perubahan APBD Tahun
2022 hanya sebesar Rp.562.962.790. Hal ini diperuntukkan bilamana terjadi keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan atau

kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

e. Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)
Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk
memenuhi kewajibannya, yang terdiri atas kemandirian keuangan, fleksibilitas
keuangan, sovabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka
Panjang dan solvabilitas layanan).

Table. 3.6
Pengukuran Kondisi Keuangan Daerah

No INDIKATOR 2019 2020 2021 2022* SKOR

1 Indeks Kondisi 2.98 3.23 4.83 4.83 4.83
Keuangan Daerah

JUMLAH 4.83

Catatan
Indeks Rasio i, = (Nilai actual pada penghitungan rasio — nilai minimal pada rasio tersebut)

(nilai maksimal - nilai minimal)
Indeks Rasio i, diperoleh dari rata-rata indeks Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
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Data Indeks keuangan Daerah untuk tahun 2021 belum dapat diukur secara manual,
karena harus menyandingkan dengan rasio masing-masing kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan. Adapun Nilai IPKD untuk tahun 2021 belum dapat ditentukan karena
belum dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Provinsi Sulawese Selatan.

Target untuk indeks ini adalah sebesar 3.69 dan realisasi sebesar 4.83 (realisasi tahun

2021) Capaian menunjukan angka 131%.

Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)

Pemberian Opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus seuai
dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, system pengendalian internal dan ketaatan

peraturan perundang-undangan.

Table. 3.7
Pengukuran Dimensi Opini BPK
No INDIKATOR 2019 2020 2021 2022* | SKOR
1 Opini BPK atas LKPD WTP WTP WTP WTP 1
JUMLAH 1
catatan

Apabila pemerintah daerah memperoleh opini WTP secara 3 tahun berturut-turut akan diberikan skor
1, dua tahun berturut-turut diberikan skor 2/3, dan satu tahun diberikan skor 1/3

Skor Rata-Rata Indeks (D6) Tahun 2022 3/3 = 1

INDEKS D6 tahun 2022 1x15 = 15

Target untuk indeks ini adalah sebesar 15 dan realisasi sebesar 15 Capaian menunjukan angka
100%.
Adapun realisasi untuk indeks ini pada saat penyusunan LKj Tahun 2022 belum dapat dipastikan.
Hal ini disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 oleh BPK masih
dalam tahap pemeriksaan (Hasil Audit diprediksi pada Bulan Mei 2022). Realisasi diatas
merupakan nilai sementara yang diperoleh dari realisasi tahun 2020.
Pencapaian opini WTP oleh BPK dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

Kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan

Kelemahan system pelaksanaan angagran pendapatan dan belanja

Kelemahan struktur pengendalian intern

Kerugian daerah




Potensi kerugian daerah
Ketidakhematan

Ketidakefektifan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir.

Adanya peningkatan kinerja sasaran dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja
beberapa tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini. Perbandingan capaian per sasaran

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dan Tahun Sebelumnya

: Realisasi Kinerja Tahun |
Sasaran Indikator Kinerja S B
| 2019 2020 2021 | 2022
Meningkatnya Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan  9.74 5.79 = 1.03 9.81
Tata Kelola | Penganggaran (Dimensi 1) | _
Keuangan . . .
Daerah Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam 20 20 20 20

' APBD (Dimensi 2)

Indeks Transparansi pengelolaan keuangan 14.48 14.74 | 14.22 | 14.22%
' daerah (Dimensi 3)

Penyerapan anggaran (Dimensi 4) 20 20 10 20
| ‘ | |
! Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5) . 298 323 4.83 | 4.83*%
' Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6) 5 5 15 15

RS _ , ~ TOTALSASARANI| 8220 78.76 75.08 | 83.86

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dan Tahun Sebelumnya pada sasaran
“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah”
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Jika dilihat realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum

rata-rata realisasi kinerja sasaran | berfluktuatif dan menampakkan kinerja pada awal tahun

2019 menunjukkan angka yang tinggi 82.20 kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021

yakni hanya menunjukkan angka 78-75. Namun pada Tahun 2022 kembali meningkat

menjadi 83.86. Kinerja ini dipertahankan dengan adanya beberapa faktor yang

mempengaruhi indikator tersebut antara lain :

a.

Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah

Adanya target kinerja yang terukur dan logis.

Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi,

pemerintah Pusat, Legislatif, stakeholder dan masyarakat.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian organisasi terhadap pencapaian target Renstra,

maka perlu membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra

organisasi. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra
TARGET
AKHIR TAHUN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENSTRA S CAPAIAN %
(2026)
Meningtkatnya Indeks Kesesuaian Dokumen Indeks (1) 8.64 9.81 113.54%
Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran
Keuangan Daerah | (Dimensi 1)
Indeks Pengalokasian anggaran belanja Indeks (1) 20 20 100.00%
dalam APBD (Dimensi 2)
Indeks Transparansi pengelolaan Indeks (1) 13.96 14.22 101.86%
keuangan daerzh (Dimensi 3)
Penyerapan anggaran (Dimensi 4) | Indeks (1) 15 20 133.33
Indeks Kondisi Keuangan Daerah Indeks (1) 3.75 *4.83 128.80
(Dimensi 5)
Indeks Opini BPK terhadap LKPD Indeks (1) 15 *15 100.00

(Dimensi 6)
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Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya Tata
Kelola Keuangan Daerah tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang
terdapat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng, maka beberapa indikator sasaran ini telah
mencapai target jangka menengah daerah.

Hal ini karena tingginya loyalitas Pimpinan terhadap pencapaian target kinerja berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berbagai upaya maksimal telah dilakukan agar target
indikator dalam pencapaian tatakelola keuangan daerah dapat tercapai.

Beberapa indikator tersebut antara lain: indeks pengalokasian anggaran, indeks

transparansi pengelolaan keuangan dan indeks Opini BPK terhadap LKPD.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tidak memiliki
Standar Nasional (SPM) yang dapat dibandingkan dengan pencapaian realisasi kinerja

setiap tahunnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran 1 = Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah
<> Capaian Kinerja :

Indeks Keseuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, indeks Pengalokasian Anggaran,
Indeks Transparansi, Indeks Penyerapan Anggaran, Indeks Kondisi Keuangan Daerah dan Indeks

Opini BPK terdapa LKPD

< Penyebab keberhasilan/ kegagalan
1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-
undangan
2. Adanya target Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
3. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang mulai terintegrasi melalui aplikasi
SIPD
& Kendala - kendala Yang di hadapi serta Solusi
1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan
pengelolaan keuangan daerah
2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanan kegiatan

yang bersumber dari dana transferyang besarannya tidak bersifat final.
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5.
6.

. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan

aparatur pemeriksa

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan
keuangan dan akuntansi

Terlambatnya penyusunan Renstra SKPD

Seringnya terbit pemutakhiran terhadap peraturan yang baru saja mulai diterapkan

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

1.

voos W

Menentukan target kinerja yang terukur dan logis

Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan dokumen dengan baik

Melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk e-SAKIP.

Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi
Senantiasa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan berikut
pemutakhirannya.

Tetap mengoptimalkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen

penganggaran

<~ Program/Kegiatan terkait :

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan Sasaran |

Sasaran
Stratejik

Program/kegiatan/ Sub
Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi
(Rp.)

%

Target
Fisik

Realisasi
Fisik

%

Meningkatnya
Tata Kelola
Keuangan

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

115.089.962.058

114.243.377.188

99.26

100%

100%

100%

Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

1.122.180.000

1.109.469.000

98.87

100%

100%

42.86

1. Koordinasi dan Penyusunan

KUA dan PPAS

16.300.000

15.297.200

99.98

2 Dokumen

2 Dokumen

100

2. Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

30.150.000

30.107.300

99.86

2 Dokumen

2 Dokumen

100

3. Koordinasi, penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

27.475.000

27.461.700

99.95

34 Dokumen

34 Dokumen

100

4, Koordinasi, Penyusunan dan
verifikasi Perubahan RKA-
SKPD

27.475.000

27.456.100

99.93

34 Dokumen

34 Dokumen

100

5. Koordinasi, penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

5.775.000

5.420.800

18.46

34 Dokumen

34 Dokumen

100

6. Koordinasi, Penyusunan dan
verifikasi Perubahan DPA-
SKPD

5.950.000

5.922.700

95.98

34 Dokumen

34 Dokumen

100

7. Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

511.100.000

507.476.900

92.28

2 Rancangan

2 Rancangan

100
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah Kabupaten Soppeng

Sasaran Program/kegiatan/ Sub Realisasi % Target Realisasi %

Stratejik Kegiatan Anggaran (Rp.) (Rp) Fisik Fisik

8. Koordinasi dan Penyusunan 480.050.000 471.823.300 | 94.07 2Rancangan | 2 Rancangan 100
Peraturan Daerah tentang
Perubahan  APBD  dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

9. Koordinasi dan Penyusunan 18.905.000 18.504.400 | 48.27 18BU 1SBU 100
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Koordinasi dan Pengelolaan 414.604.500 406.864.900 | 98.13 100% 100% 100

Perbendaharaan daerah

1. Koordinasi dan pengelolaan 26.783.000 26.031.200 | 97.19 4 Dokumen | 4 Dokumen 100
Kas Daerah

2. Penyiapan, pelaksanaan 16.010.000 15.930.800 | 99.51 2Dokumen | 2 Dokumen 100
Pengendalian dan penerbitan
Anggaran kas dan SPD

3. Koordinasi, Fasilitasi, 55.000.000 54.775.000 | 99.59 9 SKPD 9 SKPD 100
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

4. Koordinasi dan Penyusunan 24.790.000 24.080.000 | 97.14 & Laporan 6 Laporan 100
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, den Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Finak Ketiga (PFK)

5. Rekonsiliasi Data Penerimaan 31.855.000 30.629.400 | 96.15 | 6 BeritaAcara | 6 Berita Acara 100
dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan
Pemotongan Atas  SP2D
dengan Instansi Terkait

6. Pembinaan Penatausahaan 260.166.500 255.417.700 | 98.17 100% 100% 100
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan 447.505.000 423.680.200 | 94.68 100% 100% 100
Akuntansi dan  Pelaporan
Keuangan Daerah
1. Koordinasi Pelaksanaan 34.750.000 34.143.700 | 98.26 2 Laporan 2 Laporan 100

Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

2. Rekonsilizsi dan Verifikasi 45.950.000 45947200 | 99.99 34 Dokumen | 34 Dokumen 100
Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, [
Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban

3. Koordinasi Penyusunan 39.265.000 34.097.500 | 86.84 612 Dokumen | 612 Dokumen 100
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

4, Konsolidasi Laporan 97.500.000 91.172.000 | 93,51 1Dokumen | 1 Dokumen 100
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

han Rinetja T2, 2022



Sasaran
Stratejik

Program/kegiatan/ Sub
Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi

(Rp.)

%

Target
Fisik

Realisasi
Fisik

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentan Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Kabupaten/Kota

APBD

64.450.000

64.317.000

99,79

2 Rancangan

2 Rancangan

100

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah

70.040.000

66.542.700

95,01

4 Kali dan
100%

4 Kali dan
100%

2kali
dan
50%

Penyusunan  Sistem dan
Prosedur  Akuntansi  dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

96.550.000

87.460.100

Penunjang
Kewenangan
Keuangan Daerah

Urusan
Pengelolaan

113.105.672.558

112.303.362.688

100

100%

100%

100

1)

Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Penerimaan
Pinjaman Pemerintah Daerah

1.675.770.914

1.664.517.020

99.33

100%

100

2)

Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan  Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah Daerah

4.526.638.781

3.778.854.764

83.48

100%

100

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

103.278.838.708

103.247 621.639

99.97

100%

100%

100

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

562.962.790

550.907.900

97.86

100%

10%

9

Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota

3.061.461.365

3.061.461.365

100

100%

100%

100

PROGRAM
BARANG MILIK DAERAH

PENGELOLAAN

1.580.806.800

1.529.998.181

96.79

100%

100%

100

Pengelolaan
Daerah

Barang  Milik

1.580.806.800

1.529.998.181

96.79

100%

100%

100

1.

Penyusunan Standar Harga

167.540.000

156.800.000

93.59

2 Dokumen

2 Dokumen

100

2,

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

237.925.000

237.492.500

99.82

3.

Pengamanan Barang Milik
Daerah

850.561.800

837.030.440

98.41

50 Aset Pemda
& 100%

40 Aset Pemda
& 80%

100

Penilaian Barang Milik Daerah

106.140.000

102.187.400

96.28

2 Dokumen

2 Dokumen

59.54

Optimalisasi
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

Penggunaan,

129.100.000

111.452.600

86.33

4 Dokumen

4 Dokumen

100

Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

89.520.000

85.035.241

5 Dokumen

5 Dokumen

100%
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6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Tabel 3.11
Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran |
“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah”

Realisasi Capaian Capaian
Anggaran (Rp.) Penyerapan | Kinerja Tingkat Ket

(Rp.) Anggaran Sasaran | Efisiensi 3
(%) (%)

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya 1. Indeks 116.670.768.858 1115.773.375.369 99.23 113.58 14,35 Efisien
Tata Kelola Kesesuaian

Keuangan Dokumen
daerah Perencanaan

dan
Penganggaran
(Dimensi 1)

2. Indeks
Pengalokasian
anggaran
belanja dalam
APBD (Dimensi
2)

3, Indeks
Transparansi
pengelolaan
keuangan
daerah (Dimensi
3)

4. Penyerapan
anggaran
(Dimensi 4)

5. Indeks Kondisi
Keuangan
Daerah
(Dimensi 5)

6. Indeks  Opini
BPK terhadap
LKPD (Dimensi
6)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran Pertama Meningkatnya Tata Kelola
Keuangan daerah, terdapat efisiensi anggaran sebesar 14,35% dari total belanja sasaran. Angka
Efisiensi menunjukkan adanya keseimbangan antara tingkat kinerja dengan tingkat penyerapan
anggaran. Untuk mencapai kinerja sebesar 113.59% terdapat efisiensi sebesar 14.35 pada

penyerapan anggarannya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Pertama Terwujudnya
pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas,
terdiri atas 2 Program, 4 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Semua Sub kegiatan yang dimaksud

menunjang keberhasilan pencapaian sasaran |, Meningkatnya tata Kelola keuangan daerah.
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SASARAN I

MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada Sasaran Meningkatnya
Pendapatan Daerah

Pada sasaran meningkatnya Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah bila dibandingkan dengan target, maka tercapai realisasi dengan
persentase capaian sebesar 100% pada tahun 2021 dimana realisasi memenuhi kinerja yang

ditargetkan sebelumnya.

Tabel 3.12
Perbandingan target dan realisasi sasaran Il Tahun 2022
Indikator Sasaran Tahun 2022
No Sasaran Satuan A :
l Target Realisasi Capaian
{ Meningkatnya - Persentase Peningkatan | Persentase 1% -8.03% -8.03%
Pendapatan Asli Daerah
Daerah 4 .
Tingkat Kepuasan | Predikat Baik Baik 100%
Masyarakat terhadap
| Pelayanan Pajak  dan
‘ Retribusi Daerah
Rata-rata Capaian 45.98%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tentunya membawa dampak
besar bagi pembangunan daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2022. Beberapa manfaat
tersebut antara lain bahwa meningkatnya kesejahteraan rakyat, membantu mengurangi
pengangguran melalui bertambahnya lapangan kerja, meningkatkan efektivitas
perekonomian daerah, mempertahankan keseimbangan perekonomian daerah, serta
asumsi pendapatan dapat menjadi landasan dalam melaksanakan penganggaran yang

akan direncanakan selanjutnya,.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya salah satu target indikator kinerja

sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah pada tahun 2022, antara lain sebagai berikut :
a. Persentase Peningkatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng

Adanya selisih kurang pada angka realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.15.249.681.115 di Tahun 2022. Target tidak terpenuhi dari sektor retribusi daerah
sebesar Rp.3.650.346.279,- dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp. 11.815.972.806,97,-.

Tidak tercapainya beberapa jenis sektor pendapatan disebabkan terdapat bbeberapa




target yang tidak realistis dan berdasarkan pada potensi sehingga pencapaian sulit
terpenuhi.

Walaupun beberapa jenis pajak tidak mencapai target, hal ini tidak mempengaruhi
penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan karena dari segi Penerimaan
yang lain juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yakni peningkatan Pajak
Hotel sebesar Rp.90.220.115., Pajak Penerangan Jalan Rp.1.334.922.393,- dan PBB
sebesar Rp.2.467.668.192.,-.

Table. 3.13
Pengukuran Persentase Pendapatan Asli Daerah
REALISASI PAD TAHUN
No | INDIKATOR 2021 2022
1 | Persentase Rp. 155.470.054.144.9 Rp. 142.982.869.837
Pendapatan
Asli Daerah
Rumus PAD Tahun n- PAD TAHun lalu/ PAD Tahun lalu \
142.982.869.837—155.470.054.144.9x 100%
Nilai Persentase PAD 155.470.054.144.9
-0,83%

Target untuk indeks ini adalah sebesar 1% dan realisasi sebesar (0,83)% Capaian menunjukan

angka (0,83)%.
b. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selaku unit
penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merupakan langkah rutin
untuk menjaga dan meningkatkatkan kualitas mutu pelayanan serta untuk membangun
kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan
menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan.
Harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan adalah mendapatkan pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan Pajak Daerah dan retribusi

Daerah berkewajiban memberikan pelayanan prima sesuai dengan janji dan standar pelayanan,
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serta menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan SKP yang memenuhi

kenyamanan dan keinginan pengguna layanan.

Table. 3.14
Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak
dan Retribusi Daerah

NILAI
NILAI
NILAI INTERVAL | MUTU
| PERSEPSI INTERVAL KONVERSI 1 PELAYANAN KINERJA
: (NT)
(NIK)
1 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 D TIDAK BAIK
KURANG
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 2 Bale
3 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B BAIK
, SANGAT
4 5,324 - 4,00 j 88,31 - 100,00 A BAIK

Target untuk iindikator ini adalah predikat BAIK dan realisasi dengan nilai 85,83 atau predikat

BAIK. Capaian menunjukan angka 100%.

Pencapaian target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi

Daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :
Adanya perbaikan mutu layanan
Adanya Penyederhanaan proses bisnis
Kewjaran biaya/tarif penanganan pengaduan
Tanpa gratifikasi

Adanya aplikasi yang memudahkan layanan perpajakan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir pada Sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Adanya peningkatan kinerja sasaran dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja
beberapa tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini. Perbandingan capaian per sasaran

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.15

Sasaran : Indikator Kinerja Realisasi Kinerja Tahun
2021 2022
Meningkatnya Persentase Peningkatan Asli Daerah 2% , 0,83%
Pendapatan ) ' B
Dacral Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap BAIK BAIK

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
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Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum
rata-rata capaian kinerja sasaran mengalami penurunan kinerja.

Turunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2022 dari
Rp.155.455.225.346 menjadi Rp.142.982.869.837,- disebabkan beberapa faktor antara lain,
menurunnya realisasi Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.117.187.852,
Retribusi Kesehatan sebesar Rp.4.607.710.900,-, Retribusi pelayanan pasar Rp.110.525.250,-
retribusi Grosir Rp.19.335.930,-, Retribusi tempat pelelangan Rp.181.614.300,-, Retribusi
mendirikan bangunan Rp.317.066.481,-, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Rp.2.839.192.489,- dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.8.968.414.780.

Penurunan ini disebabkan beberapa target yang tidak realistis dan berdasarkan pada
potensi sehingga pencapaian sulit terpenuhi.

Terlihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah hanya mampu
mempertahankan kinerjanya hingga pada Tahun 2022 untuk indikator tingkat kepuasan

masyarakat terhadap layanan pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan untuk indikator persentase peningkatan PAD Kabupaten Soppeng terdapat
penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar (0.83%). Penurunan Kinerja ini

apabila diukur dari Sisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.

Tetapi sebagai SKPD pengelola Pendapatan target Pendapatan Asli Daerah yang
merupakan kewenangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Soppeng menunjukkan persentase yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Realisasi Pajak Daerah BPKPD tahun 2021 sebesar Rp.20.151.767.431 sedangkan Tahun 2022
meningkat menjadi Rp.24.215.064.055. Realisasi Lain-Lain PAD yang sah BPKPD tahun 2021
sebesar Rp.5.136.763.098 sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi Rp.7.908.431.049,47

Kinerja ini dimaksimalkan dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi indikator

tersebut antara lain :

a. Peningkatan layanan
b. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
¢. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.

d. Adanya reward and puinishment




e. Adanya aplikasi yang meudahkan layanan

f. Adanya aturan yang mengikat warga untuk membayar pajak

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian organisasi terhadap pencapaian target Renstra,
maka perlu membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Renstra
organisasi. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran |l Tahun ini dengan Target Renstra

“ Meningkatnya Pendapatan Daerah”

TARGET
AKHIR TAHUN CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENSTRA 3093 ¥
(2026)
Meningtkatnya | Persentase Peningkatan Persentase 6% -0,83% -1,33%
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah
Daerah Tingkat Kepuasan Masyarakat | Predikat BAIK BAIK 100.00%
terhadap Pelayanan Pajak dan (85,83)
Retribusi Daerah

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Il Tahun ini dengan Target Renstra

10.00
8.00 ? i
|
6.00 | ' | Persentase Peningkatan
4.00 ! Pendapatan Asli Daerah
2.00 : i :
‘ d Tingkat Kepuasan Masyarakat
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Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya
pendapatan daerah pada tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang
terdapat dalam RPJMD Kabupaten Soppeng, maka indikator sasaran ini ada yang telah
mencapai target jangka menengah daerah yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dan indikator yang belum memenuhi target akhir
periode RPJMD adalah Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Pencapaian target yang cukup besar ditunjang oleh tingginya loyalitas Pimpinan terhadap
pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan perhatian yang
besar dalam mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi pada RPJMD Bupati Tahun 2021-
2026
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tidak memiliki
Standar Nasional (SPM) yang dapat dibandingkan dengan pencapaian realisasi kinerja
setiap tahunnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternative solusi yang telah dilakukan
Sasaran 2 = Meningkatnya Pendapatan Daerah
< Capaian Kinerja :

Meningkatnya pendapatan asli daerah
< Penyebab keberhasilan/ kegagalan

Tidak tercapainya target persentase Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng dipengaruhi
oleh beberapa hal antara lain :
e Penetapan target penerimaan BLUD pada RSUD Latemmamala tidak realistis sehingga
pencapaian sulit terpenuhi
e Target kurang logis karena berdasarkan pada potensi, tidak sesuai dengan kondisi real
¢ Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi sehingga dibutuhkan realisasi pajak bagi
pelaku-pelaku UMKM yang terkena dampak covid tahun sebelumnya.
e Terbatasnya tenaga atau petugas pajak di setiap kecamatan yang memiliki potensi di

bidangnya




Peningkatan kepuasan masyarakat disebabkan faktor antara lain

1.

2.

3.

Adanya reward and puinishment
Adanya aplikasi yang meudahkan layanan

Adanya aturan yang mengikat warga untuk membayar pajak

< Kendala - kendala Yang di hadapi serta Solusi

1.

N oo W

Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi
asli daerah

Kurangnya sumber daya dalam menetapkan target yang terukur dan logis
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang Pajak daerah

lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.

kelemahan kualitas SDM aparatur

Potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak
Penghasilan, Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Rokok.

Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan
kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa

diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :

T

2.

3.
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Menetapkan target yang realistis tidak hanya berdasarkan pada potensi semata
Melakukan penagihan secara intensif dan disertai pengawasan melekat
Meningkatkan kualitas proses pelayanan pendaftaran khususnya dalam hal Entry
Data, meningkatkan level verifikasi dan penambahan tenaga petugas
pendaftaran PBB.

Melakukan integrasi data dengan pihak-pihak terkait untuk memudahkan proses
entry data.

Melakukan pembekalan budaya pelayanan prima kepada Loket Layanan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah




6. Penyampaian himbauan kepada masyarakat untuk melaporkan bilamana ada
ketidaksesuaian data pada SPPT yang terbit untuk dimutakhirkan.

7.  Menambah personil pada pengelolaan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan

8. Melanjutkan pemberian reward and punishment kepada para pelaku pajak

9. Penyederhanaan proses bisnis

10. Laik penyebaran informasi

b. Indikator Kinerja : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
& Capaian Kinerja :
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak dan retribusi Daerah
< Penyebab keberhasilan/ kegagalan
1. Komitmen dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan
perundang-undangan
2. Ketersediaan fasilitas baik peralatan maupun sistem yang terintegrasi dengan
baik dalam pelayanan Pajak
3. Adanya peraturan yang mengikat tentang Pajak dan retribusi daerah
4. Penentuan target Pajak dan retribusi yang tepat
< Kendala - kendala Yang di hadapi serta Solusi
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang
pelayanan pajak
2. Adanya pandemic covid-19 yang membatasi wajib pajak untuk berinteraksi
secara langsung pada loket pembayaran
3. Masih terbatasnya pembayaran pajak via online
Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :
1. Tetap memperhatikan protokol Kesehatan pada pelayanan pajak secara
langsung
2. Mengakomodir kebutuhan SDM berlatar belakang pendidikan pajak daerah
3. Mengembangkan layanan pajak berbasis online

4. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan penarikan jenis

pajak daerah maupun retribusi daerah.
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5. Menyusun perda baru untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak
daerah maupun retribusi daerah.

6. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan yang disusun oleh
pemerintah daerah dengan dilahirkannya perda baru yang memayungi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

Program/Kegiatan terkait :

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran I
“Meningkatnya Pendapatan Daerah”

Sasaran Program/kegiatan/ Sub Realisasi % Target Realisasi %
Stratejik Kegiatan Ao (ho Rp.) Fisik Fisik
Meningkatnya | PROGRAM 1.515.400.000 1.445.031.660 | 95.36 100% 100% | 100
Pendapatan PENGELOLAAN
Daerah PENDAPATAN
DAERAH
Kegiatan Pengelolaan 1.515.400.000 1.445.031.660 95.36 100% 100% | 100
Keuangan Daerah
( 1. Perencanaan 360.275.000 325862710 | 9045 | 8kecamatan | 8 kecamatan | 100
Pengelolaan Pajak 1 Dokumen 1 Dokumen
Daerah
2. Analisa dan 314.862.000 300.276.400 95.38 1 dokumen 1 dokumen | 100
Pengembangan Pajak
Daerah serta

Penyusunan Kebijakan
Pajak Daerah

Pemeriksaan dan
Pengawasan  Pajak
Daerah

3. Penyuluhan dan 26.170.000 25.620.000 | 97.90 1 Laporan 1 Laporan | 100
Penyebarluasan
Kebijakan Pajak ‘
Daerah |

4, Pengolahan, 321.450.000 320.030.400 99.56 8 Jenis 9Jenis | 100
pemeliharaan dan 1 Laporan 1 Laporan
Pelaporan Basis Data
Pajak Daera

5. Penagihan Pajak 427.230.000 415.029.000 | 97.14 | 20300 SPPT | 20300 SPPT | 100
Daerah 1 Laporan 1 Laporan

6. Pengendalian, 55.550.000 48.522.700 87.35 | 1 Dokumen 1 dokumen | 100

Pengawasan
Pengelolaan  Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah

|
|
7. Pembinaan dan i 9.900.000 9.690.450 | 97,88 100% 100% | 100
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Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Meningkatnya Pendapatan

Daerah;
Tabel 3.18
Analisis dan efisiensi pemggunaan sumber daya Sasaran Il
“Meningkatnya Pendapatan Daerah”
Capaian Capaian
Sasaran : : Anggaran Realisasi Penyerapan Kinerja Efisiensi
Strategis Indikator Kinerja (Rp.) (Rp.) Anggaran Saniirsi (%) Ket.
Ch) ()
Meningkatnya | 1. Persentase 1.515.400.000 | 1.445.031.660 95.36 4599 -49.37 Tidak
Pendapatan Peningkatan Efisien
daerah Pendapatan Asli

Daerah

. Tingkat

kepuasan
masyarakat terhadap
layanan pajak dan
retribusi daerah Kab.
Soppeng

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja sasaran kedua

Meningktanya Pendapatan Daerah, terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,60% dari total

penyerapan anggaran sasaran. Efisiensi diperoleh dari maksimalnya penagihan pajak baik

oleh apparat maupun pembantu kolektor serta adanya layanan pembayaran pajak online

yang mulai diterapkan.

pernyataan kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Pertama Terwujudnya

pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas,

terdiri atas 1 Program, 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

SASARAN Il

MENINGKATNYA

KAPASITAS

APARATUR

DAN

KUALITAS

LAYANAN

PENYELENGGARAAN URUSAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat capaian kinerja

masing-masing Indikator Kinerja Utama dan membandingkan antara target dan realisasi.

Bila dibandingkan dengan realisasi dengan target, maka sasaran Meningkatnya Kapasitas
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aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2022
dimana realisasi memenubhi kinerja yang ditargetkan sebelumnya. Hal ini dapat digambarkan
sebagai berikut :

Tabel 3.19

Perbandingan target dan realisasi sasaran Ill Tahun 2022

Tahun 2022

Sasaran Indikator Sasaran Satuan e x
o Target | Realisasi | Capaian

Meningkatnya Kapasitas | Persentase aparatur yang | Persentase 100 100 100%
aparatur dan  kualitas | mendapatkan nilai  SKP |
layanan penyelenggaraan | berperdikat BAIK !

urusan  pada  Badan | |ndeks Kepuasan | Indeks 79-81 86.05 | 106.23%
Pengelolaan  Keuangan | Masyarakat terhadap
dan Pendapatan Daerah | layanan pada Badan
Kab. Soppeng Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab.

Soppeng

Rata-Rata Capaian | 103.115

Beberapa hal yang menyebabkan tercapainya target indikator kinerja sasaran
Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng pada tahun 2022,
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berperdikat BAIK
Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai
oleh seorang ASN dalam kurun waktu penialian. Sasaran Kinerja Pegawai disusun
sebagai suatu alat ataupun sarana untuk penilaian prestasi kerja ASN yang secara
sistematis dilakukan oleh pejabat penilai SKP itu sendiri dan perilaku kerja pegawai.

Table. 3.20
Pengukuran Persentase Aparatur yang mendapatkan nilai SKP “BAIK”

. Jumlah Aparatur yan-g Jumlah ASN
No Indikator mendapatakan Nilai Tahun 201
SKP ‘BAIK’
1 | Persentase aparatur yang mendapatkan 100 ASN 100 ASN
nilai SKP berperdikat BAIK
Jumlah ASN dengan Nilai SKPD ‘BAIK’ / Jumlah ASN dikali 100% 100/100 x 100%
Nilai 100%

Target untuk indikator ini adalah sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% Capaian

menunjukkan angka 100%.

%”M%’% T.A. 2022



o

Daerah Kabupaten Soppeng

Pencapaian target persentase aparatir yang mendapatakan nilai SKP berpredikat BAIK
dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

Adanya reward and punishment

Adanya pengukuran kinerja yang logis dan terukur

Adanya tambahan penghasilam ASN

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik wajib
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Survei
dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selaku unit
penyelenggara penunjang urusan keuangan, dalam hal ini mengukur sejauhmana
kualitas mutu pelayanan terhadap para stakeholder pengelolaan keuangan daerah.

Table. 3.21

Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

No. UNSUR PELAYANAN
U1 Persyaratan 3,300 B
U2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,220 B
U3 Waktu Penyelesaian 3,240 B
U4 Biaya/Tarif 4,000 A
Us Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,380 B
U6 Kompetensi Pelaksana 3,420 B
Uy Perilaku Pelaksana 3,300 B
U8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,600 B
Ug Sarana dan prasarana 3,520 B
86,05
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Target untuk iindikator ini adalah predikat BAIK dan realisasi dengan nilai 86,05 atau predikat
BAIK. Capaian menunjukan angka 106.23%.
Pencapaian target Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

dan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan



Adanya perbaikan mutu layanan

Adanya Penyederhanaan proses bisnis

Tanpa gratifikasi

Adanya aplikasi yang memudahkan layanan dalam pengelolaan keuangan daerah

Koordinasi yang baik

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir pada Sasaran Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan
penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.
Soppeng.

Adanya peningkatan kinerja sasaran dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja
beberapa tahun lalu dengan capaian kinerja tahun ini. Perbandingan capaian per sasaran

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran Ill Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Sasaran - Indikator Kinerja . Realisasi Kinerja Tahun |

' 2021 2022
| Meningkatnya Kapasitas | Persentase aparatur yang 100% 100%
aparatur dan kualitas layanan mendapatkan nilai SKP

penyelenggaraan urusan pada berperdikat BAIK
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kab.

Soppeng

Indeks Kepuasan Masyarakat 84.44 86.05
terhadap layanan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah  Kab.

' Soppeng

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum
rata-rata realisasi kinerja sasaran tidak mengalami penurunan kinerja. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng mampu mempertahankan kinerja pada
indikator persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP “BAIK” hingga pada Tahun 2022.
Sedangkan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPKPD,
pengukurannya baru dilakukan pada tahun 2022 dan menunjukkan predikat BAIK sesuai
kriteria nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Kinerja ini dipertahankan dengan adanya

beberapa faktor yang mempengaruhi indikator tersebut antara lain :

/
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Peningkatan layanan

b. Adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI)
¢. Tingginya rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi
d. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.

e. Adanyareward and puinishment

Adanya aplikasi yang memudahkan layanan

g. Ketaatan terhadap aturan yang berlaku berikut pemutakhirannya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian organisasi terhadap pencapaian target Renstra,
maka perlu membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target Renstra

organisasi. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Il Tahun ini dengan Target Renstra
“ Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”

TARGET AKHIR TAHUN CAPAIAN

dan Pendapatan Daerah

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENSTRA (2026) s ¥
Meningkatnya Kapasitas Persentase aparatur Persentase 100% 100% 100.00%
aparatur dan kualitas yang mendapatkan nilai -
layanan penyelenggaraan | SKP berperdikat BAIK ‘
urusan pada Badan Indeks Kepuasan Indeks 88.31 86.05 | 96.89% l
Pengelolaan Keuangan Masyarakat terhadap L
dan Pendapatan Daerah layanan pada Badan i
Kab. Soppeng Pengelolaan Keuangan ‘

Kab. Soppeng u

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran Meningkatnya
Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng pada tahun 2022 terhadap target kinerja
jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPKPD Kabupaten Soppeng, maka
indikator sasaran ini ada yang telah mencapai target jangka menengah daerah yaitu
Persentase aparatur yang mendapatkan nilai SKP berperdikat BAIK.

indikator yang belum memenuhi target akhir periode Renstra adalah Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kab. Soppeng yakni baru mencapai 86.05% atau 96.89% dari target Jangka Menengah.
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Pencapaian target yang cukup besar ditunjang oeh tingginya loyalitas Pimpinan terhadap
pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan perhatian yang
besar dalam mendukung tercapainya tujuan, visi dan misi pada RPJMD Bupati Tahun 2021-
2026

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tidak memiliki
Standar Nasional (SPM) yang dapat dibandingkan dengan pencapaian realisasi kinerja
setiap tahunnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran 3 = Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
> Capaian Kinerja :
Meningkatnya kapasitas aparatur

< Penyebab keberhasilan/ kegagalan
1. Peningkatan layanan
2. Adanya target kinerja yang terukur dan logis.
3. Adanya reward and puinishment
4. Adanya aplikasi yang meudahkan layanan
5. Saranadan prasarana yang memadai
& Kendala - kendala Yang di hadapi serta Solusi

1. Kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah

2. kelemahan kualitas SDM aparatur

3. Integrasi aplikasi belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh

4. Tingkat kedisiplinan aparatur yang masih perlu ditingkatkan

5. Adanya mutasi aparatur yang menuntut perlu adanya adaptasi dan bimbingan terkait tugas

pokok dan fungsi aparatur
Solusi dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain :
1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersdia
2. Melengkapi fasiltas sarana dan prasarana layanan

3.  Menerapkan reward and punishment




& Program/Kegiatan terkait :

Tabel 3.24

@

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Sasaran lll
“Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”

Sasaran Program/kegiatan/ Sub Realisasi Target Realisasi %
Stratejik oV et Anggaran (Rp) (Rp.) % Fisik Fisik
Meningkatnya | Program Penunjang 22.556.840.773 22.008.711.718 97.57 100% 100% 100%
Kapasitas Urusan Pemerintahan
aparatur dan | Daerah Kabupaten/ Kota
kualitas
layanan Perencanaan, 55.145.000 54.554.500 | 98.93 100% 100% 100%
penyelenggara | Pengangguran dan
an urusan pada | evaluasi Kinerja Perangkat
Badan Daerah
Pengelolaan 1. Penyusunan  Dokumen 12.810.000 12.758.700 | 99.60 | 7 Dokumen 7 Dokumen 100%
Keuangan dan perencanaan Perangkat
Pendapatan Daerah
Daerah  Kab. | 2. Koordinasi dan 14.705.000 14.524.200 98.77 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
Soppeng Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
3. Koordinasi dan 15.830.000 15.623.700 | 98.70 | 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
Penyusunan Dokumen
RKA- Perubahan SKPD
4.Koordinasi dan 11.800.000 11.647.900 | 96.24 | 27Dokumen | 27 Dokumen 100%
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Persentase Keterpenuhan 10.340.522.587 9.951.796.462 | 96.24 100% 100% 100%
Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Gaji dan 10.094.459.587 9.713.445.762 | 96.23 100% 100% 100%
Tunjangan ASN
6. Pelaksanaan 165.140.000 157.449.000 | 95.34 1200 SPM 1378 SPM | 69.00
Penatausahaan dan 96 | 96 Dokumen
Pengujian/Verifikasi Dokumen
Keuangan SKPD
7. Koordinasi dan 80.923.000 80.901.700 | 99.97 | 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
Administrasi 39.975.000 38.495.200 | 96.30 100% 100% 100%
Kepegawaian Perangkat
Daerah
8. Pendataan dan 39.975.000 38.495.200 | 96.30 | 7 Dokumen 7 Dokumen 100%
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Administrasi Umum 2.182.624.082 2.134.846.450 97.81 100% 100% 100%
Perangkat Daerah
9. Penyediaan Komponen 61.510.325 58.099.450 | 94.45 2 Jenis 2 Jenis 100%
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan 137.800.000 130.435.000 | 94.65 3 Paket 3 Paket 100%
Logistik Kantor
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Badan Pengelolaan Keuangan da

Daerah Kabupaten Sop|

Sasaran
Stratejik

Program/kegiatan/ Sub
Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Realisasi
(Rp.)

%

Target Realisasi
Fisik Fisik

%

11. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

308.459.500

277.483.419

89.96

3 Jenis 3 Jenis

100%

12. Penyediaan
Bahan/Material

258.439.170

257.569.450

99.66

3 Paket 3 Paket

100%

13. Fasilitasi Kunjungan
Tamu

45.737.000

45.230.000

98.89

600 Orang
1 Laporan

600 Orang
1 Laporan

100%

14. Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1.370.678.087

1.366.029.131

99.66

800 kali
800 laporan

800 kali
800 laporan

100%

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.271.580.000

1.268.658.300

99,77

100% 100%

100%

15. Pengadaan  Peralatan
dan Mesin Lainnya

1.236.580.000

1.233.658.300

99.76

298 unit 298 unit

100%

16. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung kantor

35.000.000

35.000.000

100

2 unit 2 unit

100%

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

8.159.430.994

8.087.063.879

100

100% 100%

100%

17. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1.000.000

331.000

33.10

86 kali 86 kali

100%

18. Penyediaan Jasa
Komunikasi, = Sumber
Daya air dan Listrik

7.580.951.794

7.513.181.676

99.11

36 kali 36 kali

100%

19. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

577.479.200

573.551.200

99,32

2 Jenis 2 Jenis

100%

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

507.563.110

473.296.930

93,25

337 337

1007%

20. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,  Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas

172.228.110

150.705.930

87.47

294 unit 290 unit

100%

21. Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainny

16.450.000

15.525.000

94.38

39 unit 39 unit

100%

22. Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud

45.000.000

45.000.000

100

1 unit 1 unit

100%

23. Pemeliharaan/Rehabilit
asi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

190.825.000

179.257.000

93,94

3 Unit 3 Unit

100%

24. Pemeliharaan/Rehabilit
asi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Cedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

83.000.000

82.809.000

99,77

3 unit 3 unit

100%




B.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Meningkatnya Kapasitas
Aparatur dan Kualitas Layanan;
Tabel 3.25

Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran IlI

“Meningkatnya Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng”

SatiEan : Anggaran Realisasi Capaian Capaian | Efisiensi
2 Indikator Kinerja Keuangan Kinerja
Strategis (Rp.) (Rp) ) ®) ()
Meningkatnya 1. Persentase aparatur | 22.556.840.773 [22.015.461.718| 97.60 103.12 5.52 Efisien
Kapasitas yang mendapatkan
aparatur dan|  nilai SKP berpredikat
kualitas layanan BAIK
penyelenggaraan
urusan pada| 2. Indeks Kepuasan
Badan Masyarakat terhadap
Pengelolaan layanan pada Badan
Keuangan dan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan
Daerah Kab. Pendapatan Daerah
Soppeng Kab. Soppeng

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran ketiga Meningktanya Kapasitas
aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan, terdapat efisiensi anggaran

sebesar 5,52% dari total capaian belanja sasaran terhadap persentase capaian kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ketiga Meningkatnya
Kapasitas aparatur dan kualitas layanan penyelenggaraan urusan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng, terdiri atas 1 Program, 8

Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Akuntabilitas Keuangan.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk tahun 2021 sebesar Rp. 145.519.073.418,- dengan

realisasi sebesar Rp. 138.481.157.650,- Dengan jumlah 4 (empat) Program 14 (empat belas)

kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan.

Dibandingkan dengan capaian keuangan tahun anggaran 2020 sebesar 92,33%, maka dalam hal

realisasi keuangan terdapat peningkatan kinerja ditahun 2021 yakni sebesar 95.16%.

= Spetan Rinesje 77 2022
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Rata-Rata C dpalan >asaran

Berdasarkan kerangka perhitungan indikator kinerja maka dapat diuraikan rata-rata capaian

dari Kedua sasaran tersebut s

ebagai berikut :

Tabel 3.26

Rata-Rata Capaian Sasaran Rencana Strategik SKPD

Sasaran Indikator Sasaran Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan 115.14%
Keuangan Daerah Penganggaran (Dimensi 1)

Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD .
. . 100%
(Dimensi 2)
Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah 102.15%
(Dimensi 3)
Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4) 133.33%
Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5) 130.89%
Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6) 100%
Meningkatnya P_ersentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah -8.03?o
Pendapatan Daerah Tmﬁgkat Kepua§an Masayarakat terhadap Layanan 100%
Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng
Meningkatnya Kapasitas Persenta‘se Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP 100%
: Berpredikat BAIK
Aparatur dan Kualitas
Layanan Penyelenggaraan 106.23%
Urusan pada  Badan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada
Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
dan Pendapatan Daerah | Daerah Kab. Soppeng
Kab. Soppeng
Rata-Rata Capaian Sasaran 97.97%

Total capaian sasaran dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng bila dijumlahkan sebesar 979.71 atau

bila dirata-ratakan sebesar 97,97%.

Namun untuk dapat mengukur kinerja yang sebenarnya (real) maka setiap capaian sasaran

yang melebihi (over) target dimaksimalkan pada angka 100%. Hal ini dimaksudkan agar

indikator kinerja yang over target tidak menutupi kekurangan pencapaian target indikator

lainnya yang tidak memenuhi target capaian, maka diperoleh angka rata-rata 89.197%.

(kategori Tinggi)
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Sehingga di peroleh angka rata-rata capaian sasaran sebesar 97.97% dengan kategori (Sangat

Tinggi) dengan pertimbangan memakai angka diatas ambang maksimal 100%.

Reward and Punishment

Pelaksanaan Reward and Punishment pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2022 telah dilaksanakan dengan memberikan penghargaan
kepada 35 orang baik dari Pihak eksternal (wajib Pajak, Badan/Perorangan, Kolektor,
Pembantu kolektor, Mitra Penyetoran) dan Pihak Internal (Aparatur Sipil Negara lingkup

BPKPD) atas dedikasi dan prestasi yang dicapai selama tahun 2022.

Reward yang diberikan dalam bentuk Piagam penghargaan dengan berdasarkan pada SK
Bupati Soppeng Nomor 17/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Pemberian Penghargaan
kepada Wajib Pajak, Badan/Perorangan, Kolektor, Pembantu Kolektor, Mitra Penyetoran dan
Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Soppeng (SK terlampir)

Reward pada wajib pajak adalah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan
daerah pada tahun-tahun selanjutnya dengan jalan memberikan penghargaan pada pihak-

pihak yang telah berkontribusi besar pada pendapatan asli daerah.

Sedangkan reward pada ASN berupa penghargaan terhadap ASN, (1) yang mampu
menyelesaikan Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik kinerja terbaik berdasarkan
pengukuran kinerjanya serta, (2) reward terhadap ASN terdisiplin yang diukur melalui voting
dengan beberapa nominasi yang telah diusulkan sebelumnya. Reward ASN diharapkan dapat
menjadi motovasi bagi para pegawai agar dapat bekerja lebih maksimal dalam pencapaian
target Perjanjian Kinerja serta mendorong semangat kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara

khususnya ketepatan waktu jam kerja. (piagam terlampir).

Untuk pelaksanaan Reward Tahun 2022, pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini sementara

berlangsung tahapan Penilaian untuk :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup BPKPD Terdisiplin

2.  Pelaksana Harian Tenaga Lepas (PHTL) lingkup BPKPD terdisiplin dan berkinerja terbaik
3.  ASN Eselon IV lingkup BPKPD dengan Pengukuran Kinerja terbaik 1,2 dan 3

4.  Pengurus Barang terbaik tingkat Kabupaten




Penyusun Laporan Keuangan Terbaik tingkat Kabupaten
6. Bendahara Pengeluaran terbaik tingkat Kabupaten
7. Bendahara Penerimaan terbaik tingkat Kabupaten

8. Penyusun anggaran terbaik tingkat Kabupaten

Adapun reward untuk kinerja Tahun 2022 rencananya akan diberikan setelah Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah telah disusun.

I
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PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2022 ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dapat
dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga target Kinerja
“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah, dan Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas
Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.
Soppeng” telah dapat dimaksimalkan pencapaiannya pada Triwulan IV Tahun 2022.

Sedangkan untuk sasaran “Meningkatnya Pendapatan Daerah” belum dapat dimaksimalkan
pencapaiannya karena belum mencapai target pada triwulan IV Tahun 2022.

Pencapaian ini didukung dengan kinerja Fisik sebesar 100.34% dan Pencapaian Realisasi
Keuangan sebesar 98.93%. Berdasarkan kerangka pengukuran indikator dapat disimpulkan bahwa
Rata-Rata tingkat pencapaian realisasi kinerja untuk ketiga sasaran tersebut adalah 97.97% dengan
kategori pencapaian “sangat tinggi”.

Terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya telah
diimplementasikan upaya antara lain :

1. mengoptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan dan pemganggaran serta monitoring dan
evaluasi dalam setiap pengambilan keputusan

2. memberikan reward and punishment baik lingkup eksternal maupun lingkup internal

3. menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran rencana akasi dan pengukuran kinerja
untuk menetapkan target kinerja selanjutnya

4. senentiasa melakukan perbaikan maksimal melalui evaluai interbal secara berkala

Saran untuk peningkatan pada Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah antara

lain :

1. Menetapkan target kinerja yang lebih terukur dan logis

2. Tetap mengupayakan melaksanakan reward and punishment untuk lingkup eksternal dan lingkup
internal Bdan Pengelolaan keuangan yang secara nyata telah bermanfaat dalam mengoptimalkan
pencapaian kinerja.

3. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna
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mendukung proses pembangunan daerah.

4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Interen dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-
Undangan.

5. Membuat Analisis Resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat
menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.

6. Pengukuran Tata Kelola keuagan yang terukur dan logis melalui pengukuran setiap dimensi, dapat
dijadikan pertimbangan dan data pembanding dalam pengambilan kebijakan terkait bidang
keungan pada tahun-tahun berikutnya

7. Mencermati hasil pengukuran kinerja pertriwulan pada tahun 2022 agar kekurangan pecapaian
target fisik dan keuangan dapat dimaksimalkan pada tahun berikutnya

Diharapkan dengan adanya laporan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kab. Soppeng dapat melengkapi dokumen SAKIP SKPD serta menjadi bahan

pertanggungjawaban terhadap kinerja sasaran SKPD dan sebagai bagian dari bentuk dukungan

pencapaian target RPJMD.

Watansoppeng, 30 Januari 2023
}KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
’ “DAN PENDARATAN DAERAH KAB. SOPPENG

\ P;ngkat Pef bina Utama Muda
N, 19680102 199603 1005
015 APRT
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BUPATI SOPPENG

Menyampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
Kepada:

HERIANI, SE. AK

(Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan)

Sebagai
Terbaik I Pejabat dengan Penyerapan Anggaran
Sebesar 98,12% dan Realiasasi Fisik 100%
Kategori Pejabat Struktural Lingkup BPKPD

Watansoppeng, 07 Januari 2022

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Sesual Keputusan Bupati Soppeng Nomor 17/1/2022 tanggal 7 Januar 2022

Z
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Menyampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
Kepada:

ARIS, S.SOos
(Kepola LIPFT BPKPD Kecsaimastan CGana
Scebagai
Terbaik 1| Pojabat dengan Poenyverapan Angsaran
Sebesar 95% dan Realiasasi Fisik 100%
Katecegori Pojabat Struktural Lingkup BPKPID

. VWatrtansoppens, OF Januari 2022

BUPATI SOPPENCG

H. A, KASWAIDI RAZAK, SE

dearvren V FALZODD taarugspal 7 sl 2022

BUPATI SOPPENG

Menyampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
Kepada:

NURDALIAH NUR, SE, M.Si

(Kasubag Umum dan Kepegawaian)

Sebagai
Terbaik 11l Pejabat dengan Penyerapan Anggaran
Sebesar 93,86% dan Realiasasi Fisik 100%
Kategori Pejabat Struktural Lingkup BPKPD

Watansoppeng, 07 Januari 2022

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Sesual Keputusan Bupati Soppeng Nomor 17/1/2022 tanggal 7 Januari 2022

e ;
s BUPATI SOPPENG
B
Ii' Menyampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
X Kepada:
< &
P
= TAHIRAH
~J
Sebagai

ASN Terdisiplin |
Kategori Suara Terbanyak

Watansoppeng, 07 Januari 2022

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Sesua Keputusan Bupati Soppeng NMomor 17/1/2022 tanggal 7 Januar 2022




BUPATI SOPPENG

Menyampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
Kepada:

A. SYARFIAH, SE

Sebagai
ASN Terdisiplin Il
Kategori Suara Terbanyak

Watansoppeng, 07 Januari 2022

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Sesual Koputusan Bupati Soppeng Nomear 17/1/2022 wmnggal T Januar

W
e
BURPATI SOPPENG

Menyampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
Kepada:

ASKAR, ST

Sebagai
ASN Terdisiplin |
Kategori Jarak Tempuh Terjauh

Watansoppeng, 07 Januari 2022

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Sesuai Keputusan Bupati Soppeng Nomor 17/1/2022 tanggal 7 Januari 2022
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